
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2OL2

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
PEGA1TIAI NEGERI SIPIL DAN PE.IABAT NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tercapainya tertib
pelaksanaan penlrusutan arsip yang
terhubungan dengan bidang kepegawaian di
lingkungan pemerintah daerah kabupaten
Balangan, perlu diatur jadwat retensi arsip
(JRA) kepegawaian pegawai negeri sipil dan
pejabat r.egara;

bahwa berkenaan dengan maksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati
Balangan tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat
Negara;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a265);

2. Und.ang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
t2i, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

b.



3.

4.

5.

6.

2

Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2olt Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979
tentang Pen5rusutan Arsip (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun t979 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3151);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan
di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2oll tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 69fl;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan
Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan,

7.

8.

9.

10.



Menetapkan

J

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 20O8 Nomor 03).
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
18 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2}ll Nomor 18).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI
ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PF^IABAT NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN BALANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Balangan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan
Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

5. Pimpinan SKPD adalah pejabat eselon II atau eselon III di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga
Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara .

7. Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara adalah
arsip yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, baik itu Pegawai
Negeri Sipil maupun Pejabat Negara.

8. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurang-
kurangnya jenis arsip dan jangka waktu simpan.

g. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan



10.

11.

t2.

13.

t4.

16.

t7.

18.

4

Pejabat Negara adalah daftar yang berisi jenis Arsip-arsip
Kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai
dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman
peny'usutan arsip formasi pegawai, pengadaan pegawai,
pembinaan karir pegawai, penyelesaian keberatan pegawai, mutasi
pegawai, administrasi pegawai, kesejahteraatl pegawai,
pemberhentian pegawai, perselisihan/sengketa pegawai, dan
berkas perseorangan.

Lembaga Kearsipan adalah Kantor Perpustakaan, Dokumentasi
dan Arsip Daerah.

Pen5rusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip
dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan
penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip
inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip inaktif
dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.

Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak
bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan
cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.

Penyerahan Asip statis adalah kegiatan pengurangan arsip dan
pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari setiap
pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dalam rangka
penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan
pertanggungjawaban.

15. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaannya bagi kepentingan pencipta arsip.

Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaan arsip bagi kepentingan lembagalsKPD pencipta arsip.

Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaan arsip bagi kepentingan lernbagalsKPD lain danlatau
kepentingan umum.

Daftar pencarian arsif (DPA) adalah daftar berisi arsip yang
memiliki nilai guna kesejaehan baik yang sudah diverifikasi secara
langsung atau tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari
oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Pembinaan
Kearsipan.

Monitoring dan Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara
teknis dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan

(1)

(21



Arsip Daerah.

Pasal 3

pengelolaan arsip setiap SKPP dilaksanakan oleh Unit Pengolah dan

UniiKearsiPan, Yaitu terdiri dari :

1. Unit Pengolah adalah :

a. Bagian/Sub bagian pada Sekretariat Daerah;

b.Sekretariat,bagianlsubbagian/seksipadaSekretariatDPRD
dan Sekretariat KPUD;

c.Sekretariat,bagian/bidang,dansubbagianlsubbidang/seksi
pada dinas/badan;

d.Subbagiantatausahad'anseksi-seksipadakantor;
e. Sekretariatlsub bagian dan seksi-seksi pada kecamatan;

f. sekret ariatlsub bagian dan seksi-seksi pada kelurahan'

2. Unit KearsiPan adalah :

a. Bagian Pada Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Pada dinas/badan;

c. Sekretariat Pada DPRD dan KPUD;

d. Sub bagian tata usaha pada kantor;

e. Sekretariat pada kecamatan dan kelurahan'

Pasal 4

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan

penyusutan arsiP.

Pasal 5

(1) Pelaksana pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis adalah unit
kearsiPan.

(2)

(3)

unit kearsipan mengkoordinasikan pelaksanaan pemusnahan arsip

kepada lembaga kearsiPan.

pemusnahan arsip dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari

tim penitai arsip yang dibentuk oleh pemerintah daerah'
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Pasal 6

(1) Jadwal retensi arsip kepegawaian Pegawai negeri sipil dan Pejabat
Negara sebagaimana-tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

(2) lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
tersendiri dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Diteta
pada

nn
Me

lPa
28

{runa

gin
i 201

-rrfi

H.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Mei 2OL2

SEKRETARIS DAERAH

l, 
TGBUPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OI2 NOMOR 10
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